
 

 

  

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) 

dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahunp 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 paling lama 6 (enam) 

bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik; 

  b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang 

diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan 

perwujudan visi misi kepala daerah selama 5 tahun yang 

dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, program prioritas 

beserta kerangka anggarannya yang telah disepakati 

Pemerintah Daerah bersama DPRD; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-

2026. 

Mengingat:   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 

Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan 

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1622); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438);  

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

8. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
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12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);  

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 59); 

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah 

Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1563); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

nomor 1540); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1114); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

2020 Nomor 1781); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah Nomor 34); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);  
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31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 

Nomor 85) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 90);  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

dan 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026. 

 

             BAB I 

              KETENTUAN UMUM 
 

              Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.  

4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan 

Tengah. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat Daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 

Pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 
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7. Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau 

Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus 

Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada 

Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka 

Dekonsentrasi. 

8. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja Pemerintah 

Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan 

wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. 

10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 

potensi yang dimiliki Daerah. 

12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk 

memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 

13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat 

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peneltian dan 

Pengembangan atau sebutan lain yang selanjutnya 

disingkat dengan BAPPEDALITBANG adalah Perangkat 

Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan 

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 

rencana pembangunan Daerah. 

16. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. 

17. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau 

tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah 

antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, 

POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh 

masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia 

usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 

kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan  
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serta  keterwakilan  perempuan  (seperti  PKK,  Organisasi  

Kewanitaan)  dan kelompok masyarakat rentan 

termarginalkan. 

18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

19. Peraturan Kepala Daerah yang disebut Perkada adalah 

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah. 

20. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses 

untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan 

pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber 

daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. 

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 

2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah 

dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) 

tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. 

22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005- 

sampai dengan Tahun 2025. 

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Kalimantan tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik 

sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. 

24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 

2021 sampai dengan Tahun 2026. 

25. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP 

adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 

(satu) tahun. 

26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

27. Visi adalah rumusan umummengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

30. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

 

 

 

jdih.kalteng.go.id



- 8 - 

 

31. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 

penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan 

secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. 

32. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan 

serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan 

Daerah. 

33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 

penggunaan sumber daya pembangunan. 

34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat 

ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau 

sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil 

(outcome), dampak (impact). 

35. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 

36. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran 

dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

37. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa 

hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 

pencapaian hasil (outcome) beberapa program. 

38. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data pembangunan Daerah. 

39. Hari adalah hari kerja. 

                     BAB II 

                        RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

                      Pasal 2 

 

RPJMD merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman 

bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2022 

sampai dengan Tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut 

dituangkan dalam RKPD. 

Pasal 3 

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal disusun 

berpedoman pada pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMN 2020-2024, 

RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan KLHS RPJMD 

Provinsi Kalimantan Tengah. 
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(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang 

menggambarkan: 

a. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; 

dan 

b. Tujuan, sasaran, kebijakan keuangan daerah, strategi, 

arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan 

yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah disertai 

pendanaan yang bersifat indikatif. 
 

Pasal 4 
 

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 2, disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 
 

BAB I : PENDAHULUAN; 

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH; 

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH; 

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN; 

BAB VI : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN 

aPROGRAM PERANGKAT DAERAH; 

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN 

aDAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH; 

BAB VIII   : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH; 

BAB IX   : PENUTUP. 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
 

Pasal 5 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan: 

a. Perangkat Daerah dalam Menyusun Renstra-PD dan 

sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di 

daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan 

selama kurun waktu Tahun 2021-2026. 

b. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam Menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 6 

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur 

dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah. 

 

BAB III 

    PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal 7 
 

(1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi 

terhadap perencanaan pembangunan Daerah. jdih.kalteng.go.id
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(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada  
aaaaayat (1) meliputi: 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan 
kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; 

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
rencana pembangunan; dan 

c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan 
Daerah. 

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang 
membidangi perencanaan pembangunan Daerah. 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

 

                          BAB IV 
                            PERUBAHAN RPJMD 

 

                             Pasal 8 
 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal: 
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 

bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan 
tahapan dan tata cara penyusunan rencana 
pembangunan daerah; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan 
bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan; 

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau 
d. merugikan kepentingan nasional. 

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya 
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, 
konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran 
daerah atau perubahan kebijakan nasional. 

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan 
dengan kebijakan nasional. 

 

Pasal 9 

(1) Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang 
bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran 
tetapi tidak mengubah target capaian sasaran akhir 
pembangunan RPJMD tersebut ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur. 
 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 
 

Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
tentang RPJMD belum diundangkan, maka penyusunan 
RKPD berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMN. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 11 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah.  

 

 

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal 25 November 2021 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

 ttd 

 

             SUGIANTO SABRAN 

 

 

  Diundangkan di Palangka Raya 

 pada tanggal 25 November 2021 

 

Pj.  SEKRETARIS DAERAH 

 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

 tdd 

 

 NURYAKIN 

 

 LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 6 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 

(6-224/2021) 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BIRO HUKUM,  

 

SARING, S.H., M.H. 

NIP. 19650510 198703 1 003 

jdih.kalteng.go.id



 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

NOMOR 6 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026 

 

I. UMUM 

 Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan 

bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan 

pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan 

prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut 

selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu 

lima tahun RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya 

diterjemahkan secara kongkrit spesifik dan operasional menjadi rencana 

operasional tahunan. 

 Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, 

pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil 

pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar 

masyarakat lebih sejahtera. 

 Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-

cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Gubernur 

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun 

waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara  Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta  

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah,  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk  waktu 5 (lima) tahun 

yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, 

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,  

kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan   

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.  
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Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan 

pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga 

dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

 Cukup jelas 

Pasal 4 

 Ayat (1) 

 Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah. 

 

 Ayat  (2) 

     Cukup jelas. 

Pasal 5 

      Cukup jelas 

   

Pasal 6 

    Huruf a 

Yang dimaksud dengan "Pemangku kepentingan" adalah 

pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan 

manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah antara  lain  unsur DPRD,  TNI,  POLRI, 

Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik,    

LSM/ORMAS, tokoh masyarakat provinsi dan   

kabupaten/kota serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah 

Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta 

keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan 

termarginalkan. 

 

Huruf b 

     Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 
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